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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA, WAKIL - WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

w

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MIAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik indonesia
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain dijelaskan
bahwa besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan atau Anggota DPRD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan surat Sekretariat DPRD Nomor 900/113/Setwan/2015
Tanggal 20 April 2015 Perihal Permohonan Kenaikan Tunjangan Perumahan
DPRD Kab. OKU TIMUR;

bahwa menyusul dan menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf b
diatas Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU TIMUR
Nomor 025/119/170/2015 tangga! 13 Mei 2015 perihal Tunjangan Perumahan
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten OKU TIMUR;

bahwa berdasarkan hasil Kajian Tim Evaluasi Usulan Tunjangan Perumahan
Ketua, Woakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU TIMUR
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 160/32/111/2015, Tanggal 19
Mei 2015; L

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan
¢, Besaran Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota
DPRD Kabupaten OKU TIMUR, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabugpaten Ogan
Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Kome/ing Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan
Nir di Provinsl Sumatera Selatan {tembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Notaor 4347,

Undang Undang Nomaor 1 Toahun 2004 tentang Perbendabharaan Negara
{tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor b, Fambahan
ltembaran Negara Nomae 4155 );

Undang Undang Noitnor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keaangan antara
pemerintah Pusat dan Pemernntahan Dactah  (tembaran Negata Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis  Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Poerwakilan Rakyat  dan Dewan
porwakilian Rakayt Dacrab {(Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Nepaco Nomor 405 1),

Undang Undang Momor 12 Lahun 2000 tentang Pembentukan Peratinan
Perundang vndangan (Lembaran Nep s Republhik Indonesta Tahun 20110 Nomaor
842, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 52 14),



Menetapkan

REEELL

il

10.

11.

12,

13.

Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indcnesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

" Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Ncmor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
243, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5589);

tergmaran, TeoECrTET WO DL Tahor DAL Teerat TOUCAT DTNt
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Ltembaran Negara Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Caerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Deraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentanrg Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubak terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :entang Perubahan
kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Sarana
dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2008
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAG! KEVUA, WAKIL-

WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timvr.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur

Pimpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dilakukan secara patut,
wajar, rasionalitas dan memperhatikan standar harga setemgat yang berlaku.

Maksud diberlakukan Peraturan ini adalah untuk menentukan nilai Tunjangan Perumahan untuk masing/
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(1)

{2)

Penganggaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Ti
dianggarkan melalui DPA Satuan Ker;a Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 45 Mei2015

Tujuan diberlakukan Peraturan ini adalah untuk dapat memberikan landasan yuridis bagi pemberian
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasa! 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tanun 2004 tentang
Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB Il
BESARAN TUNIANGAN PERUMAHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 3

Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
adalah sebagai berikut :

a. Ketua mendapatkan Tunjangan Perumahan paling banyak sebesar Rp.14.500.000,- (Empat belas juta
Lima ratus ribu rupiah) per bulan

b. Wakil-Wakil Ketua mendapatkan Tunjangan Perumahan paling banyak sebesaf Rp.14.000.000,-
(Empat belas juta rupiah) per bulan

¢. Anggota mendapatkar. Tunjangan Perumahan paling banyak sebesar Rp. 13.500.000,- {Tiga belas
iuta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Pajak atas Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang
bersangkutan sesuxi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 4

BAB (Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun
2012 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Caerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dicabut dan dinyatakan tidzk berlaku lagi

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat riengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1~ Mei 2015
UPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERM
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SEKRETARI§ DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 71
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